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Abstract

According to KepMendagri No. 29 2005, budget approach used to base on outcome object, it means that government’s outcome is only base on budget base for every items that have been determined before is changed into the budget base on performance, it means that output and advantage will be the indicators for the success of budget accomplishment. Output and advantage is a standard and a success appearance of vision, mission and main tasks of the units in government that use the budget.

The performance based budget on is a part of Tanah Datar Government’s commitment in fixing the government’s performance. In accomplishment of the performance based budget on makes some problems in unit’s budget arragement, that is the using of many papers as an information mediator. The unintegrated budget base on performance based budget that is accomplished by Tanah Datar government, causes a budget duplication. And the faults in budget account is still happened.

The performance based budget information system is developed using the system development life cycle method. The implementation of this system is computerized on web based and database management system. The model of the system is designed using Data flow diagram and data flow scheme.

The output system of this research is an application of The performance based budget information system, which can fulfill the user’s needs in unit’s budget planning arragement and also can give the information quickly and accurately.
Keywords: Information system. Budget, Performance
1.
Pendahuluan

Sejak era reformasi tahun 1998 pola pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan “Otonomi Daerah”. Hal tersebut ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap cara-cara mempertanggungjawabkan keuangan pusat, dan khususnya daerah. Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horizontal, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang “pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Melalui penerapan Surat Keputusan Mendagri tersebut, maka pendekatan anggaran yang sebelumnya berdasarkan pada objek pengeluaran artinya pengeluaran pemerintah daerah semata-mata hanya didasarkan pada ketersediaan dana (budget base) untuk item-item yang telah ditentukan, diubah menjadi anggaran yang berbasis kinerja, artinya yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan anggaran adalah hasil dan manfaat (outcome). Output dan manfaat tersebut merupakan tolok ukur dan perwujudan keberhasilan visi, misi dan tugas pokok dari unit pengguna anggaran pada pemerintah daerah. 

Anggaran kinerja merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kab. Tanah Datar dalam memperbaiki institusional kinerja pemerintahan. Berbicara tentang anggaran pemerintah, tidak bisa dipisahkan dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selain itu APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perencanaan APBD menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan dari APBD itu sendiri, karena perencanaan APBD ini akan menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran Pemerintah Daerah.

     Untuk mendukung terlaksananya sistem anggaran berbasis kinerja tersebut pada Pemda Kab. Tanah Datar,  dibutuhkan sebuah Sistem Informasi Anggaran berbasis Kinerja yang mempunyai fungsi utama untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan prinsip-prinsip anggaran berbasis Kinerja, sesuai dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002.
Perkembangan dunia industri yang sangat pesat saat ini mengakibatkan munculnya kompetisi yang sangat ketat di antara para pelaku bisnis, baik yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa. Oleh karena itu para pelaku bisnis, tak peduli besar atau kecil perusahaan yang dimiliki, selain dituntut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan juga dituntut untuk melakukan perbaikan yang terus menerus terhadap kinerja perusahaan.
2.
Tinjauan Pustaka

2.1    Sistem Informasi 


Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefenisikan sebagai  suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Adapun pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefenisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu [Jogiyanto, 2001].

Informasi adalah suatu produk komunikasi yang memberikan pengaruh pada peningkatan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu hal. Bila informasi dapat disusun secara teratur dan sistematis serta selalu dapat diperbaharui, maka dapat digunakan sebagai sarana pemberi arah bagi keputusan yang baik sehingga mampu meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat.

Informasi dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut [Jogiyanto, 2001]:

a. Akurat (acuracy)

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.

b. Tepat Waktu (timelines)

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi.

c. Relevan (relevance)

Informasi dikatakan relevan apabila mempunyai manfaat bagi pemakainya.  Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang akan berbeda. 

2.2 Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah.

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.
Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Unit Kerja. Tolok ukur kinerja atau indikator keberhasilan yang dicapai pada setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah.
3.
Metodologi Penelitian
Tahap-tahap penelitian mengenai pengembangan Sistem Informasi Rencana Anggaran Berbasis Kinerja yang akan dilakukan secara keseluruhan dengan dukungan landasan teori dapat dilihat pada gambar 1.

[image: image1.emf]Mulai

Studi Literatur

1. Manajemen Keuangan Daerah

2. Kepmendagri No. 29 tahun 2002

3. Sistem Informasi Manajemen

4. Database Management System

Survey Pendahuluan

1. Mekanisme penyusunan arah dan kebijakan

    umum APBD

2. Mekanisme penyusunan strategi dan

    prioritas APBD

3. Proses penyusunan rancangan APBD

4. Rencana anggaran satuan kerja serta

    proses pengisiannya

Perumusan Masalah

1. Waktu lama dan banyaknya penggunaan

    media kertas pada penyusunan rencana

    anggaran berbasis kinerja

2. Adanya duplikasi anggaran

3. Kesalahan dalam melakukan  perhitungan

    anggaran

Landasan Teori

A



[image: image2.emf]A

Aplikasi sesuai dengan

kebutuhan?

Y

T

Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Analisis Sistem

1. Analisis aturan organisasi

2. Analisis proses sistem

3. Analisis masalah sistem dan solusinya

4. Analisis teknologi sistem

5. Analisis rencana-rencana organisasi

Pengumpulan Data

Perancangan Sistem Informasi

1. Perancangan model sistem

2. Perancangan input dan output sistem

3. Perancangan database sistem

4. Perancangan aplikasi sistem

5. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak

Sistem Informasi Anggaran Berbasis

Kinerja Usulan

Sistem Informasi Anggaran

Berbasis Kinerja

Pengembangan Sistem


Gambar 1. Kerangka Penelitian
4.
Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengumpulan Data

Dalam pengembangan sistem informasi diawali dengan mengumpulkan data yang diperlukan baik berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder diambil dengan cara diskusi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran satuan kerja tersebut. Data primer adalah dokumen-dokumen tentang penyusunan rencana anggaran satuan kerja seperti Arah dan Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD, dan Rencana Anggaran Satuan Kerja yang ada pada Pemda Kabupaten Tanah Datar.

Secara keseluruhan data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer adalah tinjauan umum organisasi, permasalahan sistem, kebutuhan informasi pengguna sistem, dan ruang lingkup pengembangan sistem.
4.2 Analisis Sistem

Setelah semua data dikumpulkan, maka sistem informasi anggaran berbasis kinerja dapat dianalisis. Adapun analisis yang dilakukan adalah aturan organisasi, proses sistem, masalah dan solusinya, teknologi sistem dan  rencana organisasi.
4.2.1    Aturan Organisasi

Aturan–aturan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran berbasis kinerja, seperti yang terdapat pada KepMendagri No. 29 tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

4.2.2    Proses Sistem

Proses penyusunan rancangan APBD melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD ini berdasarkan pada Rencana Strategis Daerah, aspirasi masyarakat, data historis tentang pencapaian kinerja pelayanan pada tahun sebelumnya, pokok – pokok pikiran DPRD, dan kebijakan keuangan pemerintah daerah dan pusat. 

b. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD

Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD ini dilakukan oleh panitia anggaran eksekutif dengan berdasarkan pada Arah dan Kebijakan Umum APBD. Dalam mengembangkan Strategi dan Prioritas APBD dapat melibatkan tim ahli.

c. Penyusunan Pernyataan Anggaran dengan kode form S1, yang terdiri dari visi, misi, tugas pokok, tujuan dan sasaran unit kerja. Form S1 ini diisi oleh unit kerja.  

d. Penyusunan program dan kegiatan unit kerja dengan kode form S2.

Pada proses ini terdapat 2 form yang harus diisi yakni form S2 yang berisi tentang program kerja dan dana yang dibutuhkan untuk program kerja tersebut. Form S2A yang berisi tentang rincian kegiatan dari masing-masing program kerja yang telah dijelaskan pada form S2, dimana data yang diinputkan dari setiap kegiatan tersebut adalah kode kegiatan, uraian kegiatan, lokasi kegiatan dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

e. Penyusunan anggaran unit kerja dengan kode form S3.

Pada proses ini terdapat 3 form yang harus diisi yakni form S3A1, form S3B11 dan form S3B21. Form S3A1 berisi tentang rincian anggaran pendapatan per kegiatan. Tiap-tiap kegiatan ditentukan terlebih dahulu indikator dan tolok ukur serta target kinerjanya. Form S3B11 berisi tentang rincian anggaran belanja langsung per kegiatan, dan tiap-tiap kegiatan juga ditentukan  indikator dan tolok ukur serta target kinerjanya. Form S3B21 berisi tentang rincian anggaran belanja tidak langsung per kegiatan. Pada form ini tidak perlu ditentukan indikator, tolok ukur maupun target kinerjanya. 

f. Penilaian Rancangan APBD dan penyusunan rancangan Perda APBD.

Pada proses ini tim anggaran eksekutif melakukan penilaian atas usulan anggaran unit kerja terhadap kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan. Setelah semua rancangan anggaran telah disetujui, tim anggaran eksekutif menyusun rancangan Perda APBD untuk diajukan kepada DPRD.  

g. Pembahasan rancangan Perda APBD

Tim anggaran eksekutif dan panitia anggaran legislatif membahas rancangan Perda APBD untuk ditetapkan nantinya pada sidang pleno DPRD sebagai Perda APBD.

4.2.3   Identifikasi Masalah dan 
Penyebabnya

Dari hasil pengumpulan data maka terdapat beberapa masalah yang ditemukan pada sistem yang ada sekarang, antara lain:

Masalah 1 
: Waktu yang lama dan banyaknya penggunaan kertas pada proses penyusunan rencana anggaran berbasis kinerja. 

Penyebab
: Proses penyusunan masih secara manual berupa print out kertas dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

Masalah  2
:   Adanya    duplikasi   anggaran.  Di   dalam  pos - pos    anggaran pemerintah, dimana satu jenis anggaran belanja dicantumkan di beberapa anggaran yang berbeda. 
Penyebab 
: Duplikasi anggaran ini terjadi karena belum ada kontrol input data saat menyusun rencana anggaran.

Masalah  3
: Kesalahan dalam melakukan perhitungan anggaran. Dalam APBD banyak sekali jenis-jenis anggaran pengeluaran pemerintah dan semuanya dihitung  satu persatu per jenis anggaran dan kemudian digabungkan untuk menghitung anggaran belanja total, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan cukup besar.

Penyebab
: Kesalahan ini terjadi karena kesalahan manusia dalam melakukan perhitungan. 

4.2.4    Teknologi Sistem


Teknologi sistem berupa seperangkat komputer yang ada pada masing – masing unit kerja mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

· Prosesor Intel Pentium

· Memori 128 MB

· Harddisk 20 GB

· Monitor SVGA 15 inchi

· Keyboard dan mouse standar

· Printer 

4.2.5    Rencana Organisasi 

Pemerintah Daerah Tanah Datar pada saat ini telah mengintegrasikan semua dinas-dinas yang ada di komplek perkantoran Pemda dengan Local Area Network (LAN). Oleh karena itu, rencana ke depan Pemda Tanah Datar adalah mengintegrasikan semua dinas-dinas dalam sebuah sistem e-government, dimana salah satu sistem yang akan diintregasikan ini adalah penyusunan rencana anggaran berbasis kinerja. Sehingga, dengan sistem ini diharapkan proses penyusunan rencana APBD bisa lebih cepat dan transparan, karena setiap orang bisa mendapatkan informasi tentang APBD yang sedang disusun dan APBD yang telah ditetapkan. 

4.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem informasi anggaran berbasis kinerja ini dilakukan dengan tahapan perancangan model sistem, perancangan output dan input sistem, perancangan database sistem, perancangan aplikasi sistem, dan perancangan teknologi sistem.

Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap model sistem informasi anggaran berbasis kinerja Pemda Tanah Datar, untuk memodelkan sistem ini digunakan alat bantu yakni Diagram Alir Data (DAD). Dengan DAD dapat digambarkan semua aliran proses mulai dari proses penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sampai pada pengesahan Perda APBD.

Dengan pemakaian diagram arus data ini memungkinkan kita untuk menggambarkan sistem mulai dari proses paling umum dan kemudian memecahnya menjadi proses yang lebih detail, sehingga proses yang terjadi dapat dijelaskan secara lebih detail.
5.   Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1 Kebutuhan terhadap laporan-laporan rencana anggaran berbasis kinerja dapat terpenuhi.

2 Dengan penerapan sistem informasi ini, maka penggunakan kertas sebagai media informasi dapat dikurangi.

3 Sistem informasi yang dirancang sesuai dengan aturan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang didasarkan pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002. 

5.2 Saran

Saran-saran yang diberikan untuk pengembangan sistem yang dirancang ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Anggaran Berbasis Kinerja ini, agar mampu beradaptasi dengan sistem yang telah dirancang.

2. Untuk pengembangan selanjutnya sebaiknya meningkatkan kemampuan sistem dalam hal sebagai berikut :

a. Penyajian data dan informasi dalam bentuk grafik yang akan memudahkan dalam menganalisa data dan informasi.

b. Penyajian data dan informasi dalam bentuk print out.
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